
 
 
 
 
 
 

BUPATI PURBALINGGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 
 

NOMOR   27  TAHUN   2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 133 
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi 

Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi 
Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja 

Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi 
Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun 

Anggaran 2023; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Purbalingga Nomor 133 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003  tentang 

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

SALINAN 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Daerah 13 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Purbalingga Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 13); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 133 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2022 Nomor 133); 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 133 

TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2023. 
 

 
Pasal 1 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 133), diubah 

sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 7 
 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf a direncanakan sebesar Rp 1.519.815.564.200,00 (satu trilyun 
lima ratus sembilan belas milyar delapan ratus lima belas juta lima 
ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja subsidi;  
d. belanja hibah; dan 

e. belanja bantuan sosial. 
 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp969.269.021.000,00 (sembilan ratus enam 
puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua puluh 
satu ribu rupiah). 
 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp486.922.720.200,00 (empat ratus delapan 
puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua 
puluh ribu dua ratus rupiah). 
 

 
 



 

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  
 

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp54.837.623.000,00 (lima puluh empat juta 
delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu 

rupiah). 
 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp8.286.200.000,00 (delapan milyar dua ratus 
delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). 

 
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 8 

 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 
direncanakan sebesar Rp148.833.152.800,00 (seratus empat puluh 

delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh 
dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 
c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 
e. belanja modal aset tetap lainnya. 

 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp2.075.000.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima 

juta rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp 41.924.029.200,00 (empat puluh 

satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta dua puluh sembilan 
ribu dua ratus rupiah). 

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp 67.991.767.600,00 (enam puluh 

tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam 
puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 30.271.107.000,00 (tiga puluh 
milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh ribu rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e direncanakan sebesar Rp 6.571.249.000,00 (enam milyar lima 

ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu 
rupiah). 

 
3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Pasal 2 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Purbalingga. 
 

 
 

 
Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 13 Februari 2023 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Ttd 
 

 
DYAH HAYUNING PRATIWI 

 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 13 Februari 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

 
 
                    Ttd 

 
HERNI SULASTI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 27 

 


